LKPJ DINSOSP3APPKB 2021
KABUPATEN DHARMASRAYA

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 disusun
sebagai rangkuman seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DinsosP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya. Hal ini merupakan kewajiban Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan tugas pokok dan

fungsinya.

Laporan ini menyediakan hasil kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3APPKB)
Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2021, yang didalamnya menggambarkan tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan dan pencapaian program dan kegiatan. Laporan ini dapat
diselesaikan berkat kerjasama yang baik antar seluruh bidang dilingkungan DinsosP3APKB
Kabupaten Dharmasraya.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan mampu memberikan jawaban serta tantangan
atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran
dalam upaya peningkatan kinerja. Namun tetap disadari, bahwa laporan pelaksanaan kegiatan
pembangunan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritikan yang sipatnya

membangun dari berbagai pihak sangat diperlukan dan diharapkan.
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A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah
adalah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut,
laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, bahwa Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan
yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran
atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

Adapun ruang lingkup LKPJ adalah mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas
pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. LKPJ itu sendiri terdiri atas LKPJ Akhir Tahun
Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan. LKPJ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenacana Kabupaten Dharmasraya
merupakan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berenacana sebagai bagian dari OPD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenacana ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan
penyusunan LKPJ Bupati pada akhir Tahun Anggaran 2020, untuk disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya. LKPJ Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenacana bertujuan

agar dapat memberikan gambaran menyeluruh secara kualitatif dan kuantitatif terhadap
pelaksanaan pembangunan sub sektor Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenacana di Kabupaten Dharmasraya, baik yang
bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat maupun APBN Tahun 2021.

. DASAR HUKUM

fqdapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggung

Jawaban (LKPJ) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perindunhan Anak dan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Undang undang No 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya,
Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat.
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2. Undang - Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana te
beberapa kali diubah Terakhir dengan Undag- Undang No 9 Tahun 2015.

3. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepadah Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas,
Fungsi, Urai Tugas Jabatan, Serta Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Perlindunhan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

. MAKSUD DAN TUJUAN

Seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan kerja (renja) menurut Visi, Misi, Tujuan, Strategi,
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan disusun sesuai dengan tupoksi Organisasi
Perangkat Daerh (OPD) serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), yang setiap tahunnya berpedoman dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) dipertanggungjawabkan melalui Laporan Pertanggungjawaban
Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Maksud penyusunan Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPJ) sebagai
pertanggungjawaban Program dan Kegiatan Tahun 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian P
: ' enduduk d
(DinsosP3APPKB). an  Keluarga Berencana
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Urusan
Pemerintahan

Organisasi
Perangkat Daerah
Pelaksana

Kem

Target

Realisasi

Permasalahan

Upaya Mengatasi
Masalah

Tindak Lanjut
Rekomendasi
DPRD

dibelanjakan
sebelumnye
beras dan atau
telur, pada
Program
Sembako
ditambahkan
dengan
komoditas
bahan pangan
yang
mengandung
karbohidrat
(Jagung,
singkong,  ubi,

| sagu serta

umbi-umbian
lainnya), protein
hewani (daging
ayam, daging,
ikan),  protein
nabati  (tahu,
fempe dan
kacang-
kacangan) dan
vitamin mineral
(sayuran  dan
buah-buahan).




Tindak Lanjut
Uressn | poanoat oesrah | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan | Target Realisasi Permasalzhan | UPyaMengatasi | gy omenga

E-Warong yang |

telah ditunjuk di
Kabupaten
Dharmasraya
adalah
sebanyak 57 e-
Warong yang
tersebar di 52
Nagari. Setiap
bulannya KPM
akan
mengambil
bahan pangan
sesua dengan
keteniuan di E-
warong dengan
syarat
membawa kartu
KKS, Kartu

sudah divaksin |

dan KTP.
Jumlah  KPM
diKabupaten
Dharmasraya
selama tahun
2021
mengalami
perubahan dari




Urusan
Pemerintahan

Organisasi
Perangkat Daerah
Pelaksana

Kebijakan

Target

Realisasi

Permasalahan

Upaya Mengatasi
Masalah

KPM  reguler
sebanyak 8636,
ditambah
dengan  data
perluasan
program
sembako
sebanyak
14.501 KPM
sebagai bentuk
kepedulian
pemerintah
dalam
panaggulanan
pandemi covid-
19 yang
menggoyangka
n ekonomi
masyarakat
diseluruh
Indonesia. Data
penerima
ditetapkan oleh
Kementerian
Sosial Republik
Indonesia
Direktorat
Jenderal




Kebijakan

Target

Upaya Mengatasi
Masalah

Tindak Lanjut
Rekomendasi

Penanganan
Fakir Miskin.

Selain program
diatas juga
dilakukan
pengelolaan
data penerima
manfaat
jaminan
kesehatan
(JKN) baik KPM
bersumber dana
APBD maupun
APBN, jumlah
PBI APBD
tahun 2021
sebanyak
24171 jwa dan
APBN sebanyak
55.026 jiva

DPRD

Pengelolaan Data
Fakir Miskin
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
(Khusus PKH)

Program ini
merupakan
bantuan tunai
bersyarat
kepada
keluarga yang
telah ditetapkan

Realisasi fsik 100 %,
realisasi
dengan

sedangkan
keuangan

dana tersedia

Rp.21.177 500.,-
realisasi 100
Resapan

%.

dana

. Banyak

warga
masyarakat  yang
masin  mengeluh
untuk bisa
dimasukkan

sebagai penerima
program PKH.

a. Semua

Kementeraian/Le
mbaga memakai
DTKS dan kita
sudah

mengusulkan
untuk




melalui seleksi

kreteria yang

Rehilitasi Sosial

i dibérgjﬂhékan untuk

. Masih b-anya'knya'

' penémbéh-én

Jasa Pengganti warga yang penerima
Transportasi sebenarnya berhak program PKH.

Pendamping PKH.
Sedangkan  jumiah
anggaran dari
Kemensos Rl untuk
program PKH dari
Anggaran  sebesar
Rp.14.108.250.000,-
terealisasi  sebesar
Rp.13.985.125.000

dengan total 5.208
KPM dengan realisasi
99,13%. Alasan
terhadap  tidaknya
realisasi 100% adalah
KPM menabung,
perganfian pengurus,
gagal buka rekening
kolektif, pindah
alamat.

masuk  Program
Keluarga Harapan
namun penentuan
quota  diletapkan
oleh  pemerintah
pusat. Pemda tidak

berhak untuk |'

menambah  tapi
berhak untuk
mengurangi.

. Sudah berupaya

untuk sosialisasi
dan mengedukasi
petugas operator
nagari  tentang
perubahan data
DTKS.




Tindak Lanjut

Urusan pﬂfmﬁm Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan | Target Realisasi Permasalahan | UPaYaMengatasi | gy omonga
Pemerintahan DPRD
Pelaksana
Penyandang
Diabilitas
Terlantar,  Anak
Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar
serta
Gelandangan .
Pangemis di Luar
Panti, dengan
sub kegiatan : - |
== - Penyediaan Penyediaan Dana tersedia a. Keterbatasan dana |a. Memberikan
Permakanan | permakanan sebesar hanya bisa bantuan kepada
merupakan Rp.35.700.000,- memberikan paket | PPKS sesuai
sfandar terealisas Rp. permakanan skala prioritas.
pelayanan 35.700.000,- serapan | sebanyak 5 kali dan |b. Mengajukan
dasar  bidang | dana 100 %. | ferbatas  kepada proposal kepada
sosial yang | Keberhasilan kegiatan PPKS yang benar- pusat untuk
harus diberikan | 100 %. Kegiatan ini benar memerlukan, memfasilitasi
kepada berupa  pemberian b. Regulasi yang | pemberian paket
penyandang paket  permakanan | ditetapkan pusat | permakanan
disabilitas kepada Pemerlu | lidak bisa yang tidak bisa
terlantar, anak | Pelayanan dijalankan diakomodir
terlantar, lanjut | Kesejahteraan Sosial dilapangan, karena melalui dana
usia terlantar | (PPKS) berjumiah 35 | ada keadaan yang APBD.
serta orang : lansia | sifatnya
gelandangan terlantar 21 (dua | penting/emergensi
pengemis yang | pulun satu) orang, yang perlu
berada  diluar | anak terlantar 2 (dua) | penanganan ]




Tindak Lanjut

terlantar 2 (dua)
dan tuna sosial
4 (empat)
masing-masing
mendapatkan
paket
permakanan
selama 5 (lima)
kali dengan

Urusan Uraian Program/Kegiatan |  Target Realisasi Permasalahan | UPAYaMengatasi | gy onengagi
Pemerintahan DPRD

panti yakni | orang, penyandang secepatnya

berupa paket | disabilitas  terlantar

permakanan dan penyandang

yang sesuai | disabilitas kurang

standar gizi. | mampu sebanyak 7

Adapun (tujuh) orang dan tuna

Pemerlu sosial 4 (empat)

Pelayanan orang sesuai dengan

Kesejahteraan tuntutan Standar

Sosial (PPKS) | Pelayanan  Minimal

berjumlah 29 | pelayanan dasar

orang : lansia | Bidang Sosial.

terlantar 21

(dua puluh

satu), anak

terlantar 2

(dua),

penyandang

disabilitas




. 5 Tindak Lanjut —\
PR Orglnhl;\:imh xan | Uralan ProgramiKegiatan Target Realisasi Permasalahan UWi Rekomendasi
Pemerintahan Pelaksana o= PERD
paket isi
Beras, Kacang
Hijau, Gula,
Biskuit, Susu.
- Penyediaan Penyediaan alat | Dana tersedia a) Keterbatasan a) Memberikan
Alat Bantu bantu kepada | sebesar dana hanya bisa bantuan kepada
PPKS yakni | Rp.15.200.000 - memberikan alat PPKS sesuai
Penyandang terealisasi Rp. bantu  kepada skala prioritas.
Disabilitas 15.200.000,- serapan PPKS yang |b) Mengajukan
Kurang Mampu | dana 100 %. benar-benar propcsal kepada
dan Lansia | Keberhasilan kegiatan memerukan. pusat untuk
Kurang Mampu | 100 %. Kegiatan ini b) Pemberian memfasilitasi
karena berupa pemberian bantuan alat pemberian paket
keterbatasan alat bantu kepada 15 bantu  melalui alat bantu yang
| dalam (lima belas) orang dana pokir DPR tidak bisa
| melakukan PPKS yang Rl masih belum diakomodir
aktivitas maka | mempunyai tepat melalui dana
memerlukan keterbatasan dalam sasaran/asal APBL.
alat bantu untuk | melakukan aktivitas mendata dan
melakukan sehari-hari yakni tidak adanya
aktivitas sehari- | lansia kurang mampu laporan ke Dinas
hari, sehingga | dan penyandang Sosial.
dapat disabilitas kurang
menjalankan mampu.
aktivitas sesuai
dengan
kemapuannya.




: Tindak Lanjut
‘Organisasi _ Upaya i
r_m Urusan Perangkat Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan Target Realisasi Permasalahan mm“",:’“’ Rok%dal
Pemerintahan -
— Adapun alat
bantu tersebut
berupa : Kursi
roda, tongkat
dan alat bantu
dengar,
Pemberian Yakni Dana tersedia @) Keterbatasan dana p) Meminta kepada
Layanan memberikan sebesar hanya bisa [ Baznas  untuk |
Rujukan layanan rujukan | Rp.11.622.500,- memberikan memfasilitasi
kepada PPKS | terealisasi Rp. = layanan  rujukan PPKS yang perlu
yang 11.622.500 - serapan = kepads PPKS yang dirujuk dan
memerlukan dana 100 %. | benar-benar bantuan transport
rujukan Keberhasilan kegiatan | memeriukan. maupun
terhadap tindak | 100 %. Kegiatan ini b) Perlunya perbekalannya.
lanjut terhadap | berupa  pemberian | shelterfrumah b) Sebagian dana
permasalahan layanan rujukan aman yang fasilitasi rujukan
yang dihadapi | kepada PPKS yang | memadai untuk ke UPT
baik  individu, | memerlukan rujukan membina, Kemensos  RI
keluarganya terhadap tindak lanjut | membimbing PPKS dibiayai oleh
maupun ternadap sebelum dirujuk. pusat.
ingkungan permasalahan  yang
sekitarnya. dihadapi baik individu,
Layanan keluarganya maupun
rujukan ini | lingkungan
ditujukan sekitarnya.
kepada UPT-
UPT baik




Pemerintahan

Organisasi
Penngkm_naerdi

Kebijakan

Target

Upaya Mengatasi
Masalah

Tindak Lanjut
Rekomendasi

DPRD

| sosial

dibawah jajaran
Dinas Sosial
Provinsi
Sumatera Barat
maupun
Kemensos RI.

[ Tujuan

pemberian
layanan rujukan
ini adalah
memberikan
bimbingan
mental,
spiritual dan
kepada
yang
bersangkutan
dan bimbingan

| pelatihan

keterampilan
untuk  melatih
kemandiriannya

fisik, |

L Pemberian
Pelayanan
Reunifiksi

Kelarga

Yang dimaksud
reunifikasi

keluarga adalzh
mengembalikan

Dana
sebesar
Rp.5.000.000,-
terealisasi

tersedia

Rp.

a) Karena
keterbatasan dana
Kita hanya

memfasilitasi orang

a) Meminta bantuan
fasilitasi
reunifikasi

keluarga kepada




E Urusan | pounokatDaerah | Kebijakan | Uraian ProgramKegiatan | Target Realisasi Permasalaban | P2 Mengatasi | - gy omendasi
No | pemerintahan Pelaksana _ - i
PPKS/yang 5.000.000,- serapan terlantar yang Baznas.
bersangkutan dana 100 %. | terdekat. b) Melakukan
kembali kepada | Keberhasilan kegiatan | b) Masih belum komunikasi dan
keluarga dan | 100 %. Kegiatan ini adanya sebagian koordinas
bisa menikmati | fasilitasi pemulangan penduduk dengan  Dinas
kehidupan PPKS seperti lansia | Indonesia yang Sosial
sebagaimana terlantar, anak | belum mempunyai Kabupaten/Kota
mestinya baik | terlantar, tuna sosial identitas lain maupun
yang berasal [ dan orang terlantar | kependdukan Jadi kepada
dari dalam | termasuk Orang mesih  kesulitan keluarganya
maupun  luar | Dengan  Gangguan untuk  melakukan untuk proses
Kabupaten Kejiwaan (ODGY) pemulangan reunifikasi
Dharmasraya sebanyak 19 kepada keluarga.
yakni  dengan | (sembilan belas) keluarganya.
menunjukkan orang : 2 (dua) orang
surat pengantar | lansia eterlantar, 2
terlantar/mener | (dua) orang tuna
uskan sosial (ODGJ) dan 15
perjalanan dari | (ima belas) orang
Dinas  Sosial | terlantar melalui
Kabupaten/Kota | estafet antar Dinas |
lain, surat | Sosial
keterangan dari | Kabupaten/Kota dan
kepolisian dan | Dinas Sosial Provinsi
identitas | di seluruh Indonesia.
kependudukan. | Biaya yang diberikan
berupa uang transport
dan makan selama di
e




= T Tindak Lanjut
SN Organisasi o Uraian Program/Kegiatan |  Target Realisasi Permasalahan | UPAYaMengatasi | poy o ndasi
i Perangkat Daerah ijakan Masalah o
; perjalanan.
Pemberian Pemberian Dana tersedia |a) Karena €) Tanpa
Bimbingan bimbingan fisik, | sebesar keterbatasan dana | anggaranpun
Fislkk, Mental, | mental, spiritual | Rp.20.599.000.- banyak sebagian daerah
Spritual  dan | dan sosial | terealisasi Rp. | nagaridaerah yang | yang  terdekat
Sosial kepada | kepada 20473200~ serapan | belum terjangkau | dengan ibukota
Keluarga, keluarga, dana 99,39 %. dengan bimbingan tetap kita fasilitasi
Masyarakat, masyarakat, Keberhasilan kegiatan dimaksud. untuk melakukan
Shalter  dan | shelter dan | 300 % target | b) Masih adanya bimbingan.
Pusat pusal bimbingan 200 orang mindset dan p) Perubahan
Kesejahteraan | kesejahteraan capaian 600 org. paradigma mindset dan
Scsial bersama Kegiatan ini berupa | sebagian paradigma
merupakan edukasi, sosialisasi ke masyarakat yang dilakukan dengan
usaha untuk | keluarga, masyarakat, susah untuk pendekatan face
memperbaiki shelter dan ke pusat- dirubah. to face dan
dan pusat kesejahteraan keluarga.
memperbaharui | sosial. Lokus
suatu tindakan | bimbingan ini
atau  tingkah | menitikberatkan pada
laku, pola pikir, | program
mindset, pemberdayaan sosial,
paradigma rehabiltasi sosial
sehingga (terkait kasus-kasus
diharapkan anak yang ditangani
akan memiliki | sakti peksos) dan
kepribadian periindungan jaminan
yang sehat, | sosial. Tim Bimbingan
L, akhlak yang | melibatkan stake !
|
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Perlindungan
Sosial Korban
Bencana  Alam
dan Sosial
Kabupaten/Kota

- Benaa yng

di shelter dan di
pusat-pusat
kesejahteraan
sosial.

terjadi selama
tahun 2021
adalah bencana
alam/sosial
yaitu pendemi
covid 19,
kebakaran,
putting beliung,
tanah longsor
dan banjir.

j Alasi i

terpunji  dan | holder terkait seperti
bertanggung (Dinas Sosial, Dinas
jawab  dalam | Kesehatan, Dinas
menjalani Kumperdag, Dinas
kehidupan Pendidikan,

berkeluarga, Kemenag, Camat,
bermasyarakal, | Nagari dan pihak-

pihak lainnya).

untuk kegiatan ini
sebesar Rp.
540.967.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.
540.680.550 -
(99,95%)

anggaran

. Keterbatasan dana B.

dan sarana
prasarana (perahu
karet dan

kendaraan  untuk
kegiatan evakuasi)
untuk
penanggulangan
pencana belum
tersedia.

. Tanggung Jawab

Pemerintah Daerah
lerhadap

Memperbanyak
armade / Unit
pemadam
kebakaran;

. Membentuk

lembaga  yang
menangani
bencama, yaitu
Badan
Penanggulangan
Bencara Daerah
(BPBD), Taruna
Siaga Bencana

Iu



Tindak Lanjut

pembiayaan sarana
dan prasarana
untuk biaya service,
penyediaan  suku
cadang dan
pembayaran pajak
kendaraan bantuar
dari Pemerintah
Provinsi Sumatera
Barat dan Pusal
tidak memadai.

Tim Search And
Reschue (SAR)
serta Tim
Pemadam
Kebakaran;

. Kerjasama lintas

sektoral saat
terjadinya
bencana;

. Menyediakan

bahan makanan
untuk  antisipasi

terjadinya
bencana  seria
menyediakan
peralatan

penanggulangan
bencana, tenda,
alat masak untuk
dapur umum;

. Melaksanakan

bimbingan tekns
kepada petugss
dalam
penanggulangan
bencanaz;
Potensi bencana

IR OW?"‘:' I Uraian Program/Kegiatan Target Realisasi Permasalahan u%m Rmdasi
Pomesintafion Pelaksana kesepakatan (TAGANA) dan




yang diperkirakan
terjadi

Bidang

Pelembagaan Pengarusutama | Alokasi anggaran |a. Focal point | a. Peningkatan
Pengarusufamaan | an Gender | unutk kegiatan ini masing-masing pemahaman
Gender (PUG) | (PUG) adalah | sebesar Rp. OPD belum PUG  melalui
pada lLembaga | strategi yang | 48.172.000,- dengan maksimal sosialisasi  dan
Pemerintah dilakukan realisasi sebesar mempromosikan pelathan pada
Kewenangan secara rasional | Rp.46.805.400, PUG pada unit Tim Focal Paint
Kab/Kota dan sistematis | (97,16%). kerja. OPD sehingga
untuk mencapai b. Proses strategi  PUG
kesetaraan dan Perencanaan dan benar-benar




Organisasi Tindak Lan
Urusan Pera Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan Target Permasalahan Upava Neogeteel Rdmmc:;:
Pemerintahan | | penesars . DPRD
keadilan gender Penganggaran dapat diterapkan |
dalgm aspek pada masing- melalui
kehidupan masing OPD perencanaan
manusia melalui secara umum dan
kebijakan dan belum penganggaran

program yang
memperhatikan
pengalaman,
aspirasi,
kebutuhan, dan
permasalahan
perempuan dan
laki-laki  untuk
memberdayaka
n perempuan
dan laki-laki
mulai dari tahap
perencanaan,
penyusunan,

| pelaksanaan,

pemantauan,
evaluasi dari
seluruh

kebijakan,

program,

kegiatan di

berbagai bidang
| kehidupan

menggunakan
GAP dan GBS

. Anggaran  yang

masih  terbatas
dalam ranjka
pelaksanaan
pembangunan
yang  responsif
gender.

yang responsif
gender.

. Dalam  proses
perencanaan
dan
penganggaran
OPD
menggunakan
analisa GAB dan
GBS.




Organisasi | Tindak Lanjut

Urusan K - - Uraian Program/Kegiatan Target Realisasi Upaya Mengatasi e
Perangkat Daerah | Kebijakan rogra : Permasalahan Rekomendasi

Pemerintahan Pelaksana ‘ o e Masalah DPRD

nasional dan
daerah.

Hal ini dilakukan
sebagai upaya
mendukung
pembangunan
di berbagai

bidang, dan |

dalam rangka
mendukung
implementasi
Instruksi
Presiden Nomor
9 Tahun 2000

tentang PUG
dalam
Pembangunan
Nasional yang
mengamanatka
n kepada
semua
pimpinan
Kementerian/Le
mbaga baik

pusat maupun
daerah  untuk
mengintegrasik




No

Urusan

Organisasi
Pelaksana

Perangkat Daerah

Kebijakan

Target

Permasalahan

Upaya Mengatasi

Masalah

Tindak Lanjut
Rekomendasi

an aspek
gender dalam
menyusun
kebijakan,
program  dan
kegiatan yang
menjadi  tugas
dan fungsinya.

Salah satu
upaya
percepatan
pengarusutama
an gender di
daerah adalah
melalui kegiatan
Pelembagaan
Pengarusutama
an Gender.
Kegiatan
Pelembagaan
Pengarusutama
an Gender
tahun 2021
meliputi
pembentukan
Kelompok Kerja
Pengarusutama

DPRD




Pemerintanan

Organisasi

Perangkat Daerah
Pelaksana

Uraian Program/Kegiatan

Target

Permasalahan

an Gender di
Kabupaten
Dharmasraya
melalui SK
Bupati
Dharmasraya
Nomor :
188.45/94/KPT
S-BUP/2021,
pembentukan
Focal Point
PUG di seluruh
OPD dan
Instansi vertical
se-Kabupaten
Dharmasraya
melalui SK
Bupati Nomor:
188.45/92/KPT
S-BUP/2021,
menyelenggara
kan pelatihan
PPRG dan
penyusunan
GAP dan GBS
bagi  anggota
focal point
seluruh




- Orgtmase - Tindak Lan
Urusan | poorohciDaerah | Kebijakan | Uraian Programiegistan | Target Raslisssi Permasalahan | UPaya Mengatasi k]
rintahan Pelaksana | Masalah s
i . »

Organisasi
Perangkat
Daerah,
tersusunnya
buku Profil |

Gender dan
Anak,
terlaksananya
promosi dan
advokasi PUG
pada TAPD dan
jejaring (DPRD,
Instansi vertical
dan  Ormas).
Sasaran  dari
kegiatan
pelembagaan
pengarusutama
an gender
adalah
meningkatnya
efektivitas
kelembagaan
PUG dalam
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan,

pemantauan




Organisasi . . Tindak Lanjut
E Urusan P Daerah | Kebiakan | Uraian Program/Kegiatan Target Realisasi Permasalanan | UP@yaMengatasi '
|, | i ™ | S

serta evaluasi |

kebijakan dan
program
pembangunan
yang responsif |
gender di
Kabupaten
Dharmasraya
dan
menghasilkan
anggaran
responsif
gender dimana |
kebijakan
pengalokasian
anggaran
disusun  untuk
mengakomodir
kebutuhan yang
berbeda antara
perempuan dan
laki-laki.

Kelompok
sasaran dalam
kegiatan ini

adalah  Pokja
PUG dan Focal

Point PUG yang




| Sebagai bentuk

penghargaan
yang diberikan
kepada
Pemerintah
Kabupaten
Dharmasraya
atas komitmen
dan peran
pemerintah
daerah  dalam
upaya
mewujudkan
kesetaraan dan
keadilan gender
dalam strategi
Pengarusutama |
an Gender |
melalui 7 (tujuh)
prasyarat dan
pelaksanaan

Perencanaan

Urusan | poanokatDaersh | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan Target Realisasi Permasalahan UIW Rekomdajl::
Pemerintahan Pelaksana DPRD
terdiri dari '
sekretaris  dan
kasubag
perencanaan
semua OPD.




Urusan

Organisasi
Pelaksana

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target

Upaya Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

DPRD

dan
Penganggaran
yang Responsif
Gender, pada
tahun 2021
Kabupaten
Dharmasraya
diberikan
penghargzan
Anugerah
Parahita
Ekapraya
Tingkat
Pratama oleh
Kementerian
Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan
Anak.

Penguatan  dan
Pengembangan
Lembaga
Penyedia
Layanan
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan

Berdasarkan
Peraturan
Daerah
Kabupater
Dharmasraya
Nomor 16
Tahun 2018
tentang

Alokasi anggaran
untuk kegiatan ini
sebesar Rp.
660.043.200,- dengan
realisasi  keuangan
Rp. 641.306.021.-
(97,16 %).

di

Belum  optimalnya
peran Organisasi
Perempuan  sebagai
mira Pemerintah
daam mengatasi
permasalahan

pecempuan dan anak

Kabupaten

Membuat  kegiatan
yang bertujuan
untuk meningkatkan
kapasitas
organisasi
perempuan
sehingga bisa lebih

berperan dalam

w~
>
-



_ Oraanisasi _ _ R Tindak Lanjut |
Urusan pewr?agl')’mh Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Target Realisasi Permasalahan Up"‘. Mengatasi Rekomendasi
o | Perar _ Masalah DPRD
Pemerintaha Pelaksana
Kab/Kota Pemberdayaan Dharmasraya. pembangunan
Perempuan dan pemberdayaan

Perlindungan
Anak
menyebutkan
bahwa dalam
rangka
meningkatkan
kualitas  hidup
perempuan
Pemerintah
Daerah
bertanggungjaw
ab menguatkan
dan
mengembangka
n lembaga
penyedia
layanan
pemberdayaan
perempuan.
Sasaran
kegiatan ini
adalah
meningkatnya
kapasitas
lembaga
penyedia

perempuan dan
perlindungan anak
di Kabupaten
Dharmasraya.




Urusan
Pemerintahan

Kebijakan

Realisasi

Upaya Mengatasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

DPRO

layanan

| pemberdayaan
perempuan.
Kelompok
sasaran dari
kegiatan ini
adzlah seluruh
organisasi
perempuan

yang ada di|

Kabupaten
Dharmasraya.

lKegiatan yang
dilakukan dalam
l rangka
penguatan dan
pengembangan
lembaga
penyedia
layanan
pemberdayaan
perempuan
diantaranya,
rapat
pertemuan
organisasi
perempuan,

|u




' kegiaian

konsultasi dan
koordinasi ke
Provinsi,
kegiatan Study
Komparatif dan
Sharing
Informasi,
kegiatan
sosialisasi dan
seminar dan
kegiatan
Peringatan Hari
Ibu.

Upaya

| Alokasi angaran untuk

Kegatan a.Belum optimalnya | a. Mengupayakan
Penzegahan perlindungan kegiatan ini sebesar | kegiatan yang dapat kegiatan yang
Kekesrasan perempuan Rp 75.286.550,- | meningkatkan melibatkan
Terhadap merupakan dengan realisasi | pemahaman masyarakat
Perempuan urusan  wajib | keuangan Rp. | masyarakat tentang secara aktif
Lingkup Daerah | non pelayanan | 74.736.400,- upaya perlindungan terhadap
Kat/Kota dasar yang | (99,27%). perempuan dari pencegahan
diberikan  oleh tindak kekerasan. tindak
pemerintah b.Masih  rendahnya kekerasan
kepada tingkat terhadap

Iu



jaas) : Tindak Lanjut
R i Parglukatnnrlh Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan L Realisas| Permasalahan "”M""W N St cow
[ masyarakat pengetahuan dan perempuan baik
bertujuan untuk oemahaman dalam  bentuk
memberikan masyaraket tentang sosialiasi,
konstribusi Jpaya pencegahan jejaring  dalam
| terhadap serta penanganan pelaporan dan
| terwujudnya «asus-kasus penjangkauan
‘ keadilan  dan «ekerasan terhadap kasus serta
| kesetaraan oerempuan upaye
‘ gender. ¢. Masih emahnya pendampingan
Kegiatan | ejaring dalam dan rehabilitasi

‘ pencegahan upaya perindungan terhadap
kekerasan perempuan baik di perempuan

\ | terhadap fingkat di| korban tindak
perempuan xecamatan dan kekerasan.

| meliputi nagari seria instansi | b. Mengupayakan
sosialiasi terkait lainnya. kegiaian  untuk

\ | pencegahan d.Sarana dan meningkat

. | tindak prasarana yang koordinasi

| kekerasan oelum  memadai |  dengan

' ‘ terhadap dalam penanganan lembaga-

‘ ' | perempuan kasus-kasus tindak lembaga
kepada kekerasan terhadap masyarakat
masyarakat, perempuan serta  instansi
pembentukan terkaii  dalam
jejaring urusan

" | perlindungan perlindungan
perempuan  di perempuan
tingkat | c. Mengupayakan

I!
L




Kebijakan

Tindak Lanjut
Uraian Program/Kegiatan | Target Realisasi Permasalahan | UPAYEMENGaIES | pepomendasi
DPRD
kecamatan dan peningkatan
nagari, sarana den
penjangkauan prasarana
kasus-kasus dalam kegiaten
kekerasan serta perlindungan
kegiatan perempuan dzri
| pendampingan tindak
terhadap kekerasan baik
perempuan dalam  bentuk
korban  tindak fisik  maupun
kekerasan. kapasitas SDM
Kegiatan- yang ada.
kegiatan ini
dimaksudkan
untuk
meminimalkan
terjadinya tindak
kekerasan
terhadap
perempuan dan
mengoptimalka

n penanganan
dan

pendampingan
ternadap kasus-
kasus  tindak
kekerasan yang
terjadi di

Ig



Kegiatan
Penguatan  dan
Pengembangan
Lembaga
Penyedia
Layanan
Pemenuhan Hak
Anak
kewenangan
Kab/Kota.

| Kabupaten

Dharmasraya.

Kegiatan
pengembangan
KLA yang
dilaksanakan
tahun 2021
dalam rengka
pemenuhan hak
sipil dan
kebebasan
diantaranya
melalui
Pelatihan
Musrenbang
bagi Forum
Anak
Kabupaten,
Kecamatan dan
Nagari.
Pemenuhan hak
anak atas

kesehatan
dasar dan

Alokasi
yang dialokasikan
untuk kegiatan ini
sebesar Ro.
67.072.400- dengan

realisasi  keuangan
sebesar Rp.
66.274.450 -
(98,81%).

anggaran | a.Masih kurangnya

pemahaman,
koordinasi,
kerjasama tentang
kegiatan
Kabupaten Layak

Anak pada OPD
terkait;
b.Masih  kurangnya

peran  Lembaga
Masyarakat  dan
Dunia Usaha
dalam mendukung
percepatan
Kabupaten Layak
Anak;

. Belum semua

sekolzh dan
puskesmas
menginisiasi
menjadi  sekolah
dan  puskesmas

a. Melakukan
koordinasi dan
kerjasama
dengan OPD
terkait tentang
kegiatan yang
mendukung
percepatan
Kabupaten
Layak Anak;

b. Melakukan

sosialisasi
Kabupaten
Layak Anzk
pada Lembaga
Masyarakat dan
Dunia Usaha,

c. Mendorong

semua sekolah
dan puskesmas
untuk  menjadi
sekolah  dan

|u
-



No

Urusan

e

Sl : | Tindak La
Pmm baerah | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan | Target Realisasi Permasalahan | P42 Mengatasi sk
Pelaksana HERD

. | kesejahteraan ramah anak; | puskesmas
dengan d.Keteribatan forum | ramah anak;
kegiatan anak dalam |d. Melakukan

| pembinaan perencanaan ; diseminasi
pada © (enam) anggaran  masih | informasi
! Puskesmas terbatas. | kepada
yang telah ; pemerintah
ditetapkan kecamatan dan
sebagai nagari  untuk
Puskesmas [ melibatkan
\ dengan ! forum anak
Pelayanan [ dalam
Ramah  Anak | musrenbang.
antara lain |
Puskesmas ?
Sungai Dareh, |
| Puskesmas
Sitiung I,
Puskesmas
Sungai Rumbai,
Puskesmas
Gunung Medan,
Puskesmas
Koto Baru dan
Puskesmas
‘ Timpeh.
Pemenuhan hak
| anak atas

|u




Urusa 9 - : : Tindak Lanjut
nerinta Ommn 5 b Pomasdahan | UpaMengatsi | Ol
St A Gl i o omer
: | pendidikan
‘ dengan
kegiatan
pembinaan

pada sekolah -
sekolah  yang
telah  diinisiasi
menjadi sekolah
rintisan
pengembangan
sekolah ramah
anak.Selain itu
juga telah
dilaksanakan

| kegiatan

pembinaan
pada  Gugus
Tugas

| Kecamatan

Layak Anak dan
Gugus Tugas
Nagari  layak
anak.
Berdasarkan
hasil evaluasi
Kabupaten
Layak Anak i
tahun 2021, |




1 Pelaksanaan

...K_abupé_te.n T el

Dharmasraya
mendapatkan
penghargaan
sebagai
Kabupaten
Layak  Anak
Peringkat
Madya dimana
sebelumnya
pada tahun
2019
mendapatkan
penghargaan
sebagai
Kabupaten
Layak  Anak
Peringkat
Pratama

Kegiatan ini | Alokasi anggaran | Tdak ada maslah

Advokasi, merupakna untuk kegiatan ini Rp. | yang berarti
Komunikasi, kegiatan Biaya | 2.476.047.000 -
Informasi dan | Operasional dengan realisasi

|u
-



—l

Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target

Realisasi

Tindak Lanjut
Rekomendasi

DPFRD

Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk dan KB
sesusi Kearifan
Budaya Lokal
(DAK Non Fisik)

Penyuluhan KB,
Biaya
QOperasional
Pengolahan
Data, Biaya
Operasional
Pembinaan
Kader, Biaya
Operasional
Qrientasi
Tenaga Lini
Lapangan,
Biaya
Dukungan
Langganan
Daya dan Jasa,
Operasional
Distribusi ~ Alat
dan Obat
Kontrasepsi
Dari  Gudang
OPD-KB
Kabupaten dan
Kota Ke
Fasllitas
Kesehatan/Klini
k, Operasional
| Vistasi  dan

anggaran sebesar
Rp.2.450.280.900,-
atau 98,96 % dan
capaian kegiatan 99
%.




No

Pelayanan KB, |

Pertemuan
Kelompok Kerja
di Kampung KB,
Pelaksanaan
Mekanisme
Operasional Lini
Lapangan,
QOperasional
Ketahanan
Keluarga
Berbasis
Kelompok
Kegiatan
(POKTAN),
Biaya
Operasional
Pelaksanaan
Komunikasi,
Informasi, dan
Edukasi  (KIE)
Oleh Kader di
Wilayah

| Kerjanya,

v Tindak Lan
Unisst Perangkat Daerah Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan Target Realisasi Permasalahan Um':‘ Wi j“*'
Pemerintahan Pelaksana S alah MDPRDM

Registrasi

Faskes,

Operasional

Penggerakan




Pelaksana Masalah DPRD

N Orpaniial | Tindak Lanjut
No | p Urusan | perangkat Daerah | Kebigkan Uraian Program/Kegiatan | Target Realisasi Permasalahan | UPAYaMengatasi | pRCE S

Dukungan
Manajemen,
Dukungan
- Pembuatan
| Media KIE

Pengendalian dan | Kegiatan ini | Alokasi anggaran | Pendistribusian hasil | Menggunakan
Pendistribusian merupakan uniuk  kegiatan ini | pingadaan pada | kendaraan khusus
Kebutuhan  Alat | kegiatan Rp.1.155.942.000- | dierah-daerah dan memilih wakiu
dan Obat | Belanja  Obat- | dengan realisasi | tetentu yang tepat.
Kontraseps! serta | Obatan, anggaran sebesar
Pelaksanaan Pengadaan Rp.1.140.927.700,00,
Pelayanan KB di | Sarana - gtau 98,70% dengan
Daerah Prasarana capaian fisik 100%.
Kabupaten/Kota Infrastruktur .
Sistem |
Informasi '
Keluarga di
Balai |
Penyuluhan KB,
Rehablitasi
Balai
Penyuluhan KB,
Furniture  dan
Kelengkapan

| Balai
Penyuluhan KB,
Biaya




Pelaksanaan
Pembangunan
Keluarga melalui
Pembinaan
Ketahanean dan
Kesejahteraan
Keluarga (APBD)

Kegiatan ini
dilaksanakan
dalam bentuk
pemilihan Duta
GenRe tingkat
Kabupaten
Dharmasraya
yang
selanjutnya
mewakili

| Dharmasraya

untuk pemilihan
Duta  GenRe
Tingkat
Sumatera Barat
yang di adakan
oleh Pemwakilan
BKKBN Provinsi
Sumatera Barat
di Kota Padang
serta

Alokasi anggaran
untuk kegiatan in
Rp.75.353.250 -
dengan realisasi
anggaran sebesar Rp.
75.235.400,- dengan
capaian fisk 100%.




melaksanakan
pembinaan
terhadap kader
dan Kelompok
Kegiatan
(POKTAN)  di
Kabupaten
Dharmasraya.

B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1.

Sosial

Terkait Data Penerim
berasal dari Kementerian Sosial berdasarkan pantauan
kami di lapangan saat ini data yang digunakan masih
berpedoman pada data yang lama dan sudah tidak valid
lagi karena sudah banyak penerima bantuan yang saat
ini kondisi ekonominya sudah meningkatkan sehingga
sampai saat ini masih menerima bantuan, untuk itu kami
minta Dinas terkait untuk segera mengupdate data
penefima bantuan berdasarkan data yang telah
diverifikasi oleh masing-masing Wali Nagari.

2 Dana Eantuan Sosial yang

DINSOSP3APPKB sudah berkoordinasi enga Din PM melali surat sekd
agar Nagan meganggarkan verifikasi dan validasi data DTKS melalui dana desa
iesu_a:( ‘Permendes PDTT NO 11 tahun 2019 untuk melakukan pemutakhiran data
emiskinan.

Penyelesaian perbalkan data dan pengaan
usulan data penerima bantuan sosial harus
padan dengan data Disdukcapil sesuai
dengan surat Kementerian Sosial RI perihal
percepatan perbakan data dan verifiasi
kelayakan penerima bantuan sosial yang di
lakukan melalui aplkasi SIKS-NG.

lﬂ
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